
 

 

 

 
BUPATI LUMAJANG  

PROVINSI JAWA TIMUR  
 

 
PERATURAN BUPATI LUMAJANG 

NOMOR 22 TAHUN 2016 

 
T E N T A N G 

 
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 

 

BUPATI LUMAJANG 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan dalam Tahun Anggaran 2016 perlu 
disusun dokumen perencanaannya, yang dipergunakan   
sebagai dasar penetapan Kebijakan Umum APBD serta  
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 
2017; 

 
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

pada huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun  
2017, dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965  Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

    2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang 
Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 
 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 5679);   

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Negara Nomor 4664); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126 ,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4683); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011; 



  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman  Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja  Pemerintah Daerah Tahun 
2017; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 
2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2007 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2016-
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71). 

 
                         M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG  RENCANA  

KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 
TAHUN 2017. 

 
Pasal 1 

 
(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
Kabupaten Lumajang untuk periode 1 (satu) tahun, 
yaitu Tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 
2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 

 
(2)  RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  merupakan 

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 yang 
memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, 
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas 
Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan Rencana Kerja 
dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 
oleh Pemerintah, Kabupaten, dengan dukungan dari 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun 
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. 

 
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi : 

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam  
menyusun Program Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2017. 

 
b. pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD 

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2017. 



Pasal 2 
 

(1) RKPD  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  1,  disusun 
dengan Sistematika sebagai berikut : 

 BAB I :   PENDAHULUAN 
 BAB II :  EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 

TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN KINERJA   
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

 BAB III :  RANCANGAN KERANGKA EKONOMI 
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 
DAERAH 

 BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN   
DAERAH  

 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
PRIORITAS DAERAH 

 BAB VI :  PENUTUP      
. 

(2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tertuang dalam lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

      
Pasal 3 

 
 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban 
melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 
 

Pasal 4 
 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 
  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. 

 
Ditetapkan di  Lumajang 
pada tanggal 31 Mei 2016                     

 
BUPATI LUMAJANG 

 
ttd 

 
Drs. H. AS’AT M.Ag 

 
Diundangkan di Lumajang  
Pada tanggal 31 Mei  2016 
 
   SEKRETARIS DAERAH  
  KABUPATEN LUMAJANG 
 
    ttd 
 
     Drs. MASUDI, M.Si 
  Pembina  Utama Madya 
 NIP. 19570615 198503 1 021   
 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 22   

PARAF KOORDINASI 
Jabatan Paraf  Tanggal 

Sekda   

Asisten   

Ka. 

Bappeda 

  

Kabag. 

Hukum 

  

 


